
  



 

 
  



  



 

  



 

  



 

 
  



 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada 

kami sehingga dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri 

Bekasi Tahun 2025. Perjanjian Kerja Tahunan (PKT) Tahun 2025 ini disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan 

Pelaporan Kinerja (LKj). Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam 

siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja  

 

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah.  

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Perjanjian Kinerja juga 

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja 

 

Pengadilan Negeri Bekasi pada Tahun 2025 juga berkewajiban untuk membuat Perjanjian 

Kinerja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden tersebut diatas. Perjanjian 

Kinerja Pengadilan Negeri Bekasi  ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target 

sesuai dengan Renstra serta program dan kegiatan sesuai target kinerja dari masing-

masing pejabat struktural Pengadilan Negeri Bekasi  kepada atasannya. 

 

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat dengan harapan agar program dan kegiatan 

Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara baik dan 

bertanggung jawabserta seluruh target kinerja yang dibuat dapat tercapai. 

 

                                                      Bekasi, 31 Januari 2025 
                                                      Ketua Pengadilan Negeri Bekasi 

 
 
 

 
 

                                                                   MOCH. YULI HADI S.H., M.H 
                                                                   NIP : 196807281992121001 

 

 



BAGIAN I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja. Penyusunan perjanjian 

kinerja yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi  sebagai upaya untuk 

meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah 

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan 

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang 

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Bekasi 

Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang 

merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda yang mencakup periode 

tahunan. Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang 

akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan 

program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target 

kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang 

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi 

PD untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah : 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 



3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

Sasaran ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah : 

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

b. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; 

c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur 

 

 

C. LANDASAN HUKUM 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian 

Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN II 

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 
 

A. ISI PERJANJIAN KINERJA 

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah: 

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur; 

2. Lampiran yang berisi: 

a)   Program-Program Utama; 

b) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara 

nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, 

terukur, dan berorientasipada hasil (outcome) 

c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja 

Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing- 

masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

  



  



 

  



 

  



 

  



   

RENCANA KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2025 

PENGADILAN NEGERI BEKASI 

 

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan  

Akuntabel 

 

Indikator Kinerja Target(%) 

1. Persentase  sisa  perkara  yang  diselesaikan tepat waktu 
a. Perdata 
b. Pidana  

 
76 

80 

2. Jumlah putusan yang mengunakan keadilan restoratif 
 

 
- 
 

3.   Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 
a) Perdata  
b) Pidana 

 

80 
80 

 

4.  Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 
a) Perdata 
b) Pidana 

 

60 

60 

5. Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 
40 

6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan 
peradilan 84 

 
 
 

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan  

Penyelesaian Perkara 

 

Indikator Kinerja Target(%) 

1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat 
waktu 

84 
 

2. Persentase  Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 
4 

 
 
 

 
 



 
3. Sasaran Strategis 3 :  Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat  

 Miskin dan Terpinggirkan. 

 

Indikator Kinerja Target(%) 

1. Persentase perkara prodeo yang diseleaikan  - 
 

2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan 

 - 

3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat 
layanan bantuan Hukum (Posbakum). 

 
100 

 
 
 

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan  

Pengadilan. 

 

Indikator Kinerja Target(%) 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) 
6 

 

NO KEGIATAN ANGGARAN 

(Rp) 

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01 

19,794,567,000 

2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03       431,570,000 

 

Bekasi, 31 Januari 2025 

1. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi 
MOCH. YULI HADI S.H., M.H                 ................................................ 
NIP : 19680728 199212 1001 
                                                  

2. Panitera 
      DENRY PURNAMA, S.H., M.H.               ............................................... 
      NIP. 19681203 198803 1001 
 

3. Sekretaris 

      SYAMSU RASBU INDRA, SH., MH             ................................................ 
      NIP. 19661231 199903 1002 

 

 

 

 

 



 

BAGIAN III 
P E N U T U P 

 

 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

 

 Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 disusun berdasarkan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang merupakan proses penjabaran 

lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi yang mencakup periode tahunan. 

Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja 

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya 

berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh 

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk 

mencapainya dalam satu periode tahunan.  

 

Adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dan akan 

dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan pelaksanaan Penetapan Kinerja Pengadilan 

Negeri Bekasi Tahun 2025, semoga penetapan kinerja ini dapat bermanfaat. 


